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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KERJA WAKTU TERTENTU
(PKWT) MENURLUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA

Meh:
Erick Anggriawan

Dalam kehidupan bernegara, peran tenaga kerja menduduki posisi peniing
dalam suatu perusshaan, yang menentukan keberhasilan dalam sustu perusahsen i
negara Indoncsia. Oleh karena itu perhu diadakan pengaturan yang baik menyvangiut
berbagai hal di bidang ketenagakerjaan, khususnya menyangkut hak-hak tenags
kerja dalam mendukung pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sehagai berikut: 1) Apa hak dan
kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja waktu tertentu? dan 2) Apa sanksi yang
dapat dijatuhkan dalam perjanjian kerja wakiu tertentu apabila salah satu pihak
wanprestas?

Tujvan penefitian adalali: 1) Untuk mengetahui dan menjelasican hak dan
kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja waktu terientu, dan 2) Untuk
mengetahui dun memahami sanksi vang dapat dijatuhkan dalam perjanjian kerja
wiktu tertentu apabila sclah satu pihak wanprestasi.

Penulisan skripsi ini tergolong penelitian normatin yang bersifal deskripiif.
sehingga tidak berkehendak menguji hipoiesa. Seteluh diadakan penelitian dapat
disimpulkan bahwe: 1) Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomoi 11
Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Perjanjian Kerja Wakiu Tertentu hak pengusaha /
perusahaan yaitu: (1) Perusahaan berhak atas hasil dari pekerjaan karvawan, (2)
Perusahaan berhak untuk memerintah/mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan
tujuan mencapai target, dan (3) Perusahaan berhak melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap pekerja/buruh/karyawan jika melanggar ketentuan yang
telah disepakati sebelumnya. Kewsjiban pengusaha / perusahaan mematuhi aturan
vang sudah diatur sesusi ketentuan yang berlaku sekarang. Hak buruh / pekerja
mulai dari menerima upah sampai uang pesaigon sedangkan kewnjiban buruh /
pekerja adalah mematuhi aturan sesuai vang diatur oleh perusahaan. ) Sanksi yang
dapat dijatuhkan dalam perjanjian kerja wakiu tertentu (PKWT) yang dimaksud
dalam pembahasan bagian ini adalah mengarsh kepada pengusaha / perusahaan
sebagai pihak yang bersongkutan di mena diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 62 Bab
VI Sanksi Administratif.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Kerja Waktu Terientn dan Cipta Kerja.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bernegara, peran tenaga kerja menduduki posisi penting
dalam suatu perusahaan, yang menentukan keberhasilan dalam sustu perusahaan di
negara Indonesia. Oleh karena itu perlu diadakan pengaturan yang baik menvangkut
berbagai hal di bidang ketenagakerjaan, khususnya menyangkut hak-hak tenaga
kerja dalam mendukung pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Makna pentingnya pekerjaan Lagi setiap orang terkandung dalam undang
undung dasar pegara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan
bahwa setiap warga negara republik Indonesia berbak atas pekerjuan dan
penghidupan yang layek bagi kemanuosiaan.

Sclanjutnya dengan mewujudkan masyarakat adil dan makmur kehidupan
vang adil dan layak yang merata, serta tzrcepainya pembangunan nagional. Makaa
penting dalam pekerjcan sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi
kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarga, dimaknai bagi scseorang agar
hicupnya menjadi lebih baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungan sekitamya.
Oleh karena itu hak atas suatu pekerjaan wajib dijunjung tinggi dan dihormati
karena merupakan hak asasi manusia.

Perjanjian antuk melakukan pekerjaan dalam undang-undang perjanjian
jenis ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa

tertentu, perjauiian kerja atau perburuhan, dan perjanjian pemborongan pekerjaan,



I

Perjanjiun Kerja atau ferburuhan di delam perjanjian im melibatkan seorung
buruh dengan seorang majikan, vang ditandei dengan ciri-ciri adanya suatu upah
{gaji) tertentu yang diperjanjikan dan sdanya suatu hubungen diperatas (dalam
bahasa Belanda: dienstverhouding), vaitu suatu hubungan berdzsarkan mana pihak
vang satu {majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditasti oleh
yang lain.'

Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Penjanjian
Perburuhan antara Serikat Buruh dengan Majikan, dikatakan bahwa perjanjman
perburuhan adalah perjanjian antara majikan dengan serikat buruh. vaitu vang
dahulu {dalam BW) dinamakan collectieve arbiedsovercemkomst, sedangkan istilah
perjanjian kerja, ditunjuk pada perjanjian yang diadakan anmtara majikan dan
seorang buruh secara perseorangan.’

Tempat Pengaturan Hukwn Perikatan dimulai des Pasal 1233 KUH Perdata
sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata, dan masing-masing bab dibagi dalam
beberapa bagian. Di dalam NBW negeri Belanda, tempat pengaturan hukum
perikatan dalan Buku IV tentang Van Ferbintenissen, yang dimulai dan Pasal 1269
NBW sampai dengan Pasal 1901 NBW,

Perikatan yang dilahirkan dan perjanjian (Pasal 1313 KUH Perdata sampai
dengan Pasal 1351 KUH Perdata). Hal-hal yang diatur dalam hal, ini meliputi
ketentuan umum, syarat-syarat sshnya peijanjian, akibat perjanjian, dan penafsiran

perjanjian.’

! Subekti R, 1939 laaka Perfanjion, Cet. Ke-8, Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 58,

* Sctiawan LK.O, 2019, Hubum Perikasan, Cet, Ke-4, Sinor Grafike, Jakarta, him. 191

! Salim HS, 2002, Pengator Hukum Perdata Ternddis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, him.
153



k)

Verikatan yang dilahikan dari undang-undang (Pasal 1352 KUH Perdam
sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata) Perikatan vang dilahirkan dari undang-
undang ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yait karena undang-undang saja
dan karena perbuatan manusia (orang), Perbustan manusia ini dapat dibedakan
menjadi { 1) sesuai dengan hukum dan {2) perbuatan melawan hukum.

Persetyjuan untuk meiakukan pekerjaan (Pasal 160! KUH Perdats sampai
dengan Pasal 1617 KUH Perdata), Hal-hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 1601
KUH Perdata sampai dengan Pasal 1617 KUH Perdata, meliputi: ketentuan umum;
persetujusn perburuhan pada umumnya kewajiban majikan; kewajiban buruh;
macam-macam cara berakhimya hubungan kera yang diterbitkan karena
perjanjian; dan pemborongan pekerjaan.

Sistem pengaturan hukum penkatan adalah bersistem terbuka. Artinya
bahwa s=tiap orang bebas untinh meagadakan perjanjian. baik yang sudah diatur
maupun yvang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat dizimpulkan dan
ketentuan vang tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata vang
berbunyi: “Semua perjanjian vang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuainya.” Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH

Perdata memberikan kebebasan kepada para pthak untuk:
1. Membuat atan tidak membuat perjangian; -
2. Mengadakan perjanjian d=ngan siapa pun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;

4, Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.*

* Salim HS, 1993, Bavl Tabung Tinjawan Aspek Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, him. 100



Bardasarkan penjelasan undang-undang terbaru tentang ketenagakerjasn
vang sekarang yaitu, Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keria
dilaksanakan guna pembangrnan masyarckat untuk meningkatkan harkat dan
martabat tenaga kerja itu sendini. Sclanjutnya bahwa pembangunan ketenagakerjuan
diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhinya hak-hak dar periindungan vang
mendasar bagi tenage kerja dan pekeorja buruh dan dapar mewujudkan kondisi vang
kondusif bagi dunia usaha. UndangAndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kena, memperbaharui dari -undang sebelumnya vaitu Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketensgakerjaan telah mengatur berkaitan dengan
perlindungan tunaga kerja, hak atas upah yang layak, hak cuti, termasuk hak atas
perubahan status dan tenaga kerja waki teriertu (Kontrak) menjadi lebih layah. Di
mana PKWT adalah perjanjian kerja yeng didaearkan suste jangka waktu dapal
diperpanjang dengan keentuun keselwuhan PKWT tidak lebih dari 5 tahun,
Dengan begitu jangka wakiu PEWT ini paling lama 5 tahun termasuk
perpanjangannys. PKWT berdasarkan jangka wakiu bisa dilaksanakan untuk
pekerjaan vang bersifat musiman. Contoh suatu pabrik yang menggunakan cara
tradisional biasanya berproduksi pada saat musim cerah atau kemarau saja, atau
Juga perusahaan garmen mendapatkan banyak pesanan pada saat hari raya. Pekerja
yang mengerjakan pesanan, tambahan atau target tertentu ini bisa dipekerjakan
melalui PKWT berdasarkan jangka wakiu.

PEWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu yang sifatnya
sementara, dalam PKWT ini antara lain ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan

dinyatakan selesai dan lamanya waktu penyelesaian disesuaikan dengan selesainya



sudiu pekerjaa. Jika pekerjaan dapat diselesaikan dengan wakto yang lebih cepat
dari wakiu yang disepakati PKWT putus demi hukum sast selesainyn pekerjaan,

PEWT berdasarkan pekerjaan terteniu yang bersifat tidak tetap atau berubal
ubah dalam hal waktu atau sering kali disebut pekenasn harian. Karvawan kontrak
PEKWT berhak uang kompensasi, pemberian kompensasi hagi karyawan kontrak
menjadi salah sstu keunturgan bagi pekerja yong distur dalam Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kagvawan dengan perjanjian kerja wakiu
tertentu (PKWT) berhak mendapat kom i setelah berakhirmya masa kontrak.
Kompensasi tersebut sebelumnva tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja etau buruh dengas pengusaha
untuk mengadakan buburgan kerja dalam waktu tertentu atsu untuk pekerjasn
terientu. Hubungaa kerja tersebut dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. PKWT
didasarkan atas jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertenty dan tidak dapat
diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Jenis pengaturan kategori pekerjaan
vang termasuk dalam kategori PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 angka
15 undang-undang cipta keria yang mengubah ketentuan Pasal 59 Undang-1/adang
Ketenugakerjaan menjadi:

(1) Perjanjian kerja untuk wakiu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan
tertentu ving menurut jenis dan sifat atau kegiatannya akan selesai dalam
waktu tertentu yaitu sebagai berikut:

a. Pekerjaan yang sckali selesai atau yang sementara sifatnya.




b. Pekenaan vang dipeikirakan penyelessiannya dalam wakiu yang tudak
terlaly lama.
c. Pekerjaan vang bersifat musiman
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atay
produk tambahan yang masih dalsm percobasn atsu penjajakan atau;
¢. Pekerjaar yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifar tidak tetap.
Dalam undang-undang cipta kerjd pemberian uang kompensasi bagi
karyawan PKWT diatur pada Pasal 8 angka 17 undang-undang cipta kerja
vang menyisipkan pasal 61 A di antara Pasal 61 dan Pasal 62 undang-
undang ketenagakerjaan. Isi aturan tessebut:
Pasal 61 A
“Dialam hal perjanjian waktu kerja terlentu berakhir sebagaimana
dimaksud dalam Yasal 61 avat (1) beruf D dan hurl C, pengusaha wajib
memberikan vang kompensasi kepada nekerja atay buruh.”

{2) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pekerja
atau buruh sesusi dengan masa kerja pekerja atau buruh di perusahaan yang
bersangkutan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai vang kompensasi diatur dalam peraturan
pemerintah.

Pemerintah kemudian menerbitkan peraturan pelaksana dar undang-
undang cipta kerja, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang
perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kega, dan waktu istirahat, serta

pemutusan hubungan kerja.



Berdasarkan waian dalam latar belakang di was, penulis berkeinginan
mengadakan penelitian lebih mendalam lagi vang hasilnya skan dituangkan ke
dalam tulisan berbentuk  skripsi dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS
PELAKSANAAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA
KERJA™.

B. Rumusan Masalah
Adapun vang menjadi permasalahan B:l&lah sebagai berikut:
1. Apa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja waktu tertentu?
2. Apa sanksi yang dapat dijatubkan dalam perjanjian kerja wakty terienm apabila

snlah satu pthak wanprestasi?

. Ruang Lingkup dan Tujuan
Ruang lingkup penelitian terutama ditittkberatkan pads penelusuran
terhadap perjanjian kerja waktv terfentu yang diperbaharui undang-undang saa
ini,tanpa menutup kemungkinan menyvinggung pula hal hal lain yang ada kaitannya.
Tujuan penelitian adalah
. Untuk mengetahui dan menjelaskan hak dan kewajiban para pihak dalam
perjanjian kerja waktu terientu.
2 Untuk mengetabui dan memahami sanksi yang dapst dijatuhkan dalam
perjanjian kerja waktu tertentu apabila salah satu pihak wanprestasi.
Hasil dari penclitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan

teoritis selama stodi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadivah Palembang,



dan diharapken bermanfusl sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan,
khususnya hukum perdata, sckaligus merupakan sumbzngan pemikiran yang

dipersembahkan pada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalab dasar dalam suatu penulisan vang memual
istilah istilah, batasan-idtasan serta pembahasan yang akan Jilabarkan dalam
penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi dalam penafsiran serta
untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah im akan
dikemuksekan peniclasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul
skripsi ini sebagai berikut:

1. Perjanjizn Kegja Wakiu Tertentu (PRKWT) menurut Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah perjanjian kerja antara pekerjahurub
dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerje calam wakio tertentu
atau untuk pekerjsan tertentu. PKWT didasarkan atas jangka wakiu atau
selesainya suain pekedjaan tertendn berdasarkan peganjian kerja.

2. Hak adalah sebush kuasa untuk mencrima atau melakukan suatu hal yang
memang semestinya diterima atou dilekukan, Dalam hal mi tidak biss
dilakukan atau diterima oleh pihak yang lain,*

3. Kewnjiban sebagai sebush beban memberikan suatu hal yong sudeh semestinya
diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini tidzk bisa diberikan oleh pihak yang

* “Pengertfan Hak™ melalui  hitps:www daffarpustaka. orghak-dan-kewajiban-warga-
niegoraiml, diskses 27 Oktober 2021



lain dap sifatnya bisa dituniut secars pakss jiks tidak dipenuhi. Kewajiban juga
diartikan sebagai suatu hal vang hares dilakoaken *

4. Sanksi hukum merupskan hukomss veng dherikan pada sescorang vang
melakukan pelanggaran hukum Im adalah bemtuk pereuiodan yang jelas dari
kekuasaan negara dalam menjalanksn kewspbannyve dalem memaksakan
ditaatinya sust huhu_n.’

5., Wanprestasi berasal dari  bahasa lands “wanprestastic”, yang
artinya tidak dipenuhinya prestasi atau jiban yang telah ditetapkan
terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suaty perikatan, baik perikatan yang
dilahirkan dar suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena
undang-undang. Wanprestasi juga berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak

mencpati kewajibannya dalam perjanjian.®

E. Metode Penelitian

llmu hukum memiliki dus jenis penelitian, vaitu penelitian hukum normatif
dan penelitian hukwin empiris penefitian hukum normatif adalah suatu proses untuk
menemukan suatu aturan hukum prinsip dan doktrin hukum untuk menjawab
permasalahan huknm vang dihadapi. Penelitian hukom normatif dilakukan antuk
menghasilkan argumentasi, teori, konsep, dalam menyelesaikan masalah yang
dihadapi.

* Ihid

7 “Pengertian Sanksi” melalui hitps:/'www gurupendidikan. co,id/sanksi-hukum. him.
diakses 27 Olaober 20621

* Harahap Yahva, 1986, Sepi-vegd Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung,
him, 60
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Jemis penelitian yang digunakan olen penulis adalah metode penelinan
hukum normatif, vaitu berdasarkan aturan hukum.dokirin  dan prinsip hukum uniuk
memecahkan permasalahan,

I. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian
kepustakaan (library research) dengan mengkaji:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum vang bersifat mengikat seperti
undang-undang, peraturafi pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang
berlaku,

b. Bahar hukum sckunder, vaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapai para
ahli magpun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam
skripsi im.

<. Bahan hukum tersier, vaitu bahan hukum vang menjelaskan bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan
lain-lain,

2. Teknik Pengolahan Data
Setelah data terknmpul, raka data tersebut dinlash guna mendapatkan
data yang terbaik, dalam pengolalan data tersebut, penulis melakukan kegiatan
editing, vaitu data yaog diperoleh diperiksa dan diteliti !agi mengenai
kelengkapan kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan
dan kesalahan.
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3. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara kualimtif vang dipergunakan untuk
mengkaji aspek-aspek norwatil atau yuridis melalui metode yang bersifin
deskriptif analitis yaitu menguraikan gambaran dari data vang diperoleh dan
dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suaru kesimpulan vang bersifat

LATTNARETL,

F. Sistematika Penulisan
Sesuai dengan buku panduan penyusunan skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan

tersusun dalam 4 {cmpat) bub dergan sistem penulisan sebagai berikut:

Bab. I.  Pendahuluan, berisikan mengenai latar belakang, permasalanan, ruang
iingkup dan tujunn, definisi konseptual, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan Pustaka, uraian tentang pengertian PKWT, Pinak-pihak yang
Terlibat Galam Perjanjian Kerja Wakiu Tertentu, dan Pengaturan FKWT
dalam Peraturan Perundang-undangan,

Hab. I1l. Pembahasan, yang berisikan hak dan kewsjiban para pihek dalam PE'WT
dun sanksi yang danat dijatuhkan dalam PKWT apabila te.iadi
wanprestasi oleh salah satu pihak.

Bab. IV. Penutup. Pada bagian penutup ini merupakas skhir dari pembahasan

skripsi ini vang diformat dalam kesimpulan dan saran-sars..
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